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PRINSIP-PRINSIP TENTANG HUKUM 

HALAL DAN HARAM



HALAL DAN HARAM 

BERDASARKAN AL QUR’AN



JAMINAN PRODUK HALAL



BPJPH BERWENANG



KERJASAMA BPJPH DAN LPH



BPJPH DAN MUI



SYARAT LPH



Kelembagaan Penyelenggara JPH
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Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 
adalah Badan yang dibentuk pemerintah untuk

menyelenggarakan JPH

BPJPH berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Agama (Pasal 5 ayat (3) 

Undang-Undang JPH)        Pasal 11 UU No. 39 Tahun 
2008 tentang Kementerian Negara

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan
organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden



Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

(BPJPH)

Kelembagaan JPH

• Penyelenggaraan 
JPH dilaksanakan 
oleh Menteri yang 
menyelenggarakan
urusan pemerintahan
di bidang Agama dan
dilaksanakan oleh
BPJPH yang 
berkedudukan di
bawah dan
bertanggung jawab
kepada Menteri
Agama

Kewenangan
BPJPH

• menetapkan kebijakan 
JPH;

• menetapkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria JPH;

• menerbitkan dan
mencabut sertifikat 
halal dan label halal;

• registrasi sertifikat 
halal pada produk luar 
negeri;

• sosialisasi, edukasi, 
dan publikasi produk 
halal;

• mengakreditasi LPH;

• registrasi auditor 
halal;

• pengawasan JPH;

• pembinaan auditor 
halal;

• kerja sama dengan
lembaga dalam dan
luar negeri dalam
penyelenggaraan JPH

Kerjasama BPJPH dalam
Pelaksanaan Kewenangan

• Kementerian
dan/atau
Lembaga
terkait;

• LPH; dan

• MUI.

13

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

(BPJPH)



Bentuk Kerjasama BPJPH dengan MUI dan LPH
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Kerjasama BPJPH dengan MUI 

• Sertifikasi Auditor Halal;

• Penetapan fatwa halal yang menghasilkan
Keputusan Penetapan Kehalalan Produk; dan

• Akreditasi LPH.

Kerjasama BPJPH dengan LPH

• Pemeriksaan dan/atau pengujian Produk;

• Akreditasi LPH; dan

• Kerjasama lain



Ketentuan Mengenai LPH, Auditor Halal, Label Halal,

dan Sertifikat Halal
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Lembaga Pemeriksa Halal
(LPH)

Terdiri dari LPH pemerintah
dan LPH swasta yang 
diajukan oleh lembaga

keagamaan Islam berbadan
hukum

Auditor Halal

Diangkat dan diberhentikan
oleh LPH serta memenuhi

ketentuan persyaratan auditor 
halal

Label Halal

Tanda kehalalan produk yang 
ditetapkan oleh BPJPH dan

berlaku nasional

Sertifikat Halal

Pengakuan kehalalan suatu
produk yang diterbitkan oleh
BPJPH berdasarkan fatwa 

halal tertulis yang dikeluarkan
oleh MUI



SYARAT AUDITOR HALAL



AUDITOR HALAL

• Pengertian Audit: Audit adalah 

serangkaian proses yang dilakukan 

auditor untuk mendapatkan bukti 

akurat mengenai aktivitas suatu 

perusahaan. Proses audit dilakukan 

dengan menyetarakan derajat 

kewajaran aktivitas perusahaan yang 

bersangkutan dengan yang telah 

ditetapkan atau dilaporkan kepada 

pihak yang berkepentingan.



TUGAS AUDITOR

• Audit atau pemeriksaan dalam arti luas 

bermakna evaluasi terhadap suatu 

organisasi, sistem, proses, atau produk. 

Audit dilaksanakan oleh pihak yang 

kompeten, objektif, dan tidak memihak, 

yang disebut auditor. Tujuannya adalah 

untuk melakukan verifikasi bahwa subjek 

dari audit telah diselesaikan atau berjalan 

sesuai dengan standar, regulasi, dan 

praktik yang telah disetujui dan diterima.
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Auditee adalah unit kerja yang diaudit

Klien ialah orang atau organisasi yang 

meminta audit. 

Bukti Objektif adalah informasi yang bersifat

kualitatif ataupun kuantitatif yang berupa

catatan ataupun pernyataan standar



Pelaksanaan Kegiatan Audit

Memulai Audit
Mereview

Dokumen

Persiapan Audit 

di Lokasi

Audit lokasi – opening meeting, 

komunikasi peran dan tanggung

jawab, mengumpulkan dan

menverifikasi informasi

Persiapan persetujuan, 

pendistribusian Laporan

Audit

Selesai Audit Follow Up Audit





Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Proses Sertifikasi Halal

PEMERIKSAAN

ADMINISTRASI

TIDAK

PEMERIKSAAN

OLEH AUDITOR 

HALAL LPH

SIDANG 

FATWA HALAL

(MUI,PAKAR, K/L, 

INSTANSI TERKAIT)

PENGUJIAN OLEH

LPH

HALAL

PELAKU USAHA

PENDAFTARAN PENERBITAN

SERTIFIKAT HALAL

OLEH BPJPH

BERKAS

DIKEMBALIKAN

TIDAK

MEMENUHI

SYARAT

ADM HALAL

BPJPH

OK

7 Hari Kerja

5 Hari Kerja

PENOLAKAN

PEMBERIAN 

SERTIFIKAT 

TIDAK

MEMENUHI

SYARAT

HALAL



atas perhatiannya


